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Dalam rangka pel aksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/K ota
dituntut untuk dapat menyediakan pelayanan publik yang bermutu. Dengan demikian ketersediaan sumber
keuangan yang memadai mutlak harus ada. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai
salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial, perlu dikelola dengan baik, agar tidak timbul
praktek penghindaran pembayaran BPHTB yang dapat mengakibatkan hilangnya penerimaan keuangan
pemerintah daerah dari pos bagi hasil pajak.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bogor. Hipotesa (1) Lemahnya"Law Enforcement”, kurangnya
upaya penyidiKan dan lemahnya administrass BPHTB menyebabkan praktek penghindaran pembayaran
BPHTB dari yang seharusnya menjadi relatif besar, dan (2) Adanya praktek penghindaran pembayaran
BPHTB menyebabkan berkurangnya pendapatan Pemerintah Kota Bogor secara signifikan. Sementara itu
tujuan penelitian adalah : (i) mengetahui besar hilangnya pendapatan daerah dari pos penerimaan BPHTB
akibut Adanya praktek manipulasi Nilai Perolehan Objek Pajak-Akta Jual Bali (NPOP-AJB) dan (ii)
mendapatkan informasi tentang faktor utama yang menyebabkan penghindaran pembayaran BPHTB dan
mencari solusinya.

Metode analisa yang digunakan adal ah analisa deskriptiif-kuantitatif. Dimana untuk membuktikan hipotesis
pertama, maka untuk: mendapatkan informasi faktor-faktor yang menjadi penyebab praktek penghindaran
pembayaran BPHTB digali melalui survei/kuisioner terhadap warga/rumah tangga yang pada tahun
1999/2000 pernah melakukan transaksi jual bell tanah dan bangunan. Responden dikel ompokkan
berdasarkan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak-Pajak Bumi & Bangunan. Pengisian kuisioner dilakukan
dengan cara mengirim formulir/isian kuisioner ke alamat responden melalui pos surat dan atau dengan cara
mendatangi langsung responden. Sedangkan untuk mcmbuktikan hipotesis kedua, maka untuk mengetahui
besarnya BPHTB yang hilang atau yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah (i)
menghitung potensi penerimaan BPHTB, (ii) realisasi penerimaan BPHTB menggunakan angka dari Kantor
Pelayanan Pgjak Bumi dan Bangunan dan (iii) potensi penerimaan BPHTB dikurangi realisasi penerimaan
BPHTB merupakan besarnya kehilangan penerimaan keuangan dari pos penerimaan BPHTB akibat praktek
manipulast NPOP-AJB.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktek penghindaran BPHTB telah terjadi di Pemerintah Kota
Bogor. Adanya praktek penghindaran BPHTB, Pemerintah Kota Bogor kehilangan penerimaan keuangan
dari pos bagi hasil pgjak sebesar Rp. 2.122.695.000,- atau sekitar 31,68% dari yang telah diterima sekarang.

Praktek panghindaran BPHTB ini terjadi karena: (i) Adanya perbedaan yang cukup besar antara NPOP
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harga pasar dengan NJOP-PBB, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata rasio antara NPOP harga pasar
terhadap NJOP-PBB sebesar 2,36, (ii) Kecilnya probability (a) manipulasi NPOP-AJB dapat diketahui oleh
pejabat Kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan, yang dibuktikan bahwa 92% responden tidak takut
melakukan manipulass NPOP-AJB, dimana 24% responden beralasan karena lemahnya administras

perpg akan, dan 28% beralasan kemungkinan untuk terlacak sangat kecil, sisanya 48% responden beralasan
seandainya ketahuan sanksinya masih bisa dinego/damai, (iii) Kurangnya upaya penyidikan terhadap
praktek penghindaran pajak dan lemahnya"Law Inforcement”, dimana balum diterapkannya sanks yang
tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. (iv) Peraturan Pemerintah No. 4811994 tentang
Pembayaran Pgjak Penghasilan atas Penghasilan Pengalihan hak atas Tanah dan Bangunan, dan (v) Biaya
administrasi pembuatan akta jual beli tanah/bangunan tarifnya didasarkan pada persentase NPOP.AJB.

BPHTB merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial untuk tahun-tahun mendatang.
Hasil survei menunjukkan bahwa nila rata-rata rasio antara NPOP harga pasar (hasil survei) terhadap
NPOP-AJB sebesar 1,86 dan rata-rata persentase NPOP dilaporkan hanya 59,45% artinya jika Kantor
Pelayanan Pgjak Bumi dan Bangunan mampu mengupayakan maka potensi/kapasitas BPHTB Pemerintah
Kota Bogor adalah jauh lebih besar dari realisas yang ada sekarang.

Sgjauh ini efisiens dan efektivitas pengelolaan BPHTB sudah sangat baik, yang ditunjukkan oleh tingkat
efisiens sebesar 0,16 dan tingkat efektivitas sebesar 167,50%. Sementaraitu effortnya baru mencapai
75,94%, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan jauh lebih kecil dari kapasitas pajak.

Langkah proaktif yang dapat dilakukan Kantor Pelayanan Pgjak Bumi dan Bangunan untuk
mengantisipasi/memperkecil praktek penghindaran BPHTB adalah : (i) merevisi NJOP-PBB agar perbedaan
NJOP-PBB dengan NPOP sesual harga pasar tidak terlalu besar; (ii) merevisi besarnya Nilai Perolehan
Objek Pgjak Tidak Kena Pgak (NPOP-TKP) sampai batas terkecil yang masih diperbolehkan dalam
Undang-undang dan (iii) Perlunya upaya penyidikan terhadap adanya isue praktek penghindaran pajak
dengan lebih intensif.



